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Abstrak

Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi atau
regulasi tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial, kelembagaan, strategi implementasi,
serta manajemen perubahan yang kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah
kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi untuk pengumpulan datanya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan
pendekatan strategis yang terstruktur melalui penyusunan visi, misi, dan tujuan SPBE secara
kolaboratif, meskipun masih menghadapi kendala berupa kesenjangan digital dan keterbatasan
sumber daya. Tahap implementasi menunjukkan adanya penguatan budaya kerja digital,
peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, serta komunikasi publik yang inklusif.
Sementara itu, pada tahap evaluasi, capaian indeks SPBE sebesar 4,15 dengan predikat “Sangat
Baik” mencerminkan efektivitas pelaksanaan strategi. Temuan ini menunjukkan bahwa
pendekatan manajemen strategi yang sistematis dan adaptif menjadi kunci dalam mewujudkan
pemerintahan digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: menejemen strategi; SPBE; Smart City

Strategic Management in the Implementation of SPBE (Electronic-Based Government
System) to Realize Cimahi Smart City in 2024

Abstract

The success of SPBE implementation is not solely determined by the availability of technology
or regulations. It is also significantly influenced by social readiness, institutional readiness,
implementation strategies, and contextual change management. The research method employed was
a descriptive qualitative approach, with triangulation techniques utilized for data collection. The
research findings indicate that during the planning phase, the City Government of Cimahi
demonstrated a structured strategic approach through the collaborative development of the vision,
mission, and objectives of the SPBE, despite facing challenges such as the digital divide and resource
constraints. The implementation phase demonstrated the following outcomes: the strengthening of
digital work culture, the enhancement of human resource capacity, the integration of information
systems, and inclusive public communication. Concurrently, the SPBE index score of 4.15, which
corresponds to a "Very Good" rating, serves as an indicator of the strateqgy's effectiveness during the
evaluation stage. These findings suggest that a systematic and adaptive strategic management
approach is essential to achieving an effective, inclusive, and sustainable digital government.
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PENDAHULUAN

Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik (SPBE) merupakan kerangka
strategis dalam membentuk birokrasi
yang lebih transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.  Lebih  dari  sekadar
digitalisasi layanan publik, Wijaya & Saleh
(2025) SPBE merupakan transformasi
kelola
pemerintahan menuju model yang lebih
efektif dan efisien. Dalam konteks Cimahi
Smart City 2024, strategi manajemen
dalam implementasi SPBE menjadi faktor
krusial bagi keberhasilan transformasi
digital pemerintah daerah. Kemajuan ini
tercermin pula dari peningkatan posisi
E-Government
Development Index (EGDI) yang dirilis oleh

menyeluruh  terhadap tata

Indonesia dalam

Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang
digunakan sebagai indikator kesiapan dan
efektivitas pelaksanaan SPBE secara
nasional.
2'3@& LpUl E Govemment t {2024 EGDI: 0.7991)
.. \\\ Chai ) I.5
y N\
m——— i

35

Sumber : United Nations (2024)
Gambar 1. E-Government Development
Index Negara Indonesia

Berdasarkan Gambar 1, skor
Indonesia pada Online Service Index
(0.8035) mencerminkan kemajuan
signifikan dalam penyediaan layanan
publik berbasis digital yang semakin
mudah diakses masyarakat.
Telecommunication Infrastructure Index

yang mencapai 0.8645 menunjukkan
penguatan infrastruktur digital, termasuk
akses internet hingga wilayah terpencil.
Sementara itu, skor 0.7293 pada Human
Capital Index menempatkan Indonesia di
atas rata-rata global dan regional Asia,
yang mencerminkan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam mendukung
transformasi digital. Namun demikian,
United Nations (2024) mencatat bahwa
negara berkembang seperti Indonesia
masih menghadapi tantangan besar
berupa kesenjangan digital. Ketimpangan
ini dapat menghambat pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030
dan memperluas kesenjangan global. Oleh
karena itu, diperlukan percepatan strategi
dan inovasi kebijakan agar digitalisasi
berperan sebagai instrumen pemerataan
pembangunan, bukan sekadar
modernisasi.  Selanjutnya, Tabel 1
menyajikan hasil evaluasi SPBE di tingkat
pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah
Daerah di Jawa Barat

No Nama Instansi Indeks Predikat
1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4,73 Memuaskan
2 Pemerintah Kab. Bogor 4,10 Sangat Baik
3 Pemerintah Kab. Subang 3,38 Baik
4 Pemerintah Kab. Bandung 3,98 Sangat Baik
5 Pemerintah Kab. Sumedang 4,51 Memuaskan
6  Pemerintah Kab. Tasikmalaya 3,76 Sangat Baik
7  Pemerintah Kab. Ciamis 3,65 Sangat Baik
8 Pemerintah Kab. Bandung Barat 3,78 Sangat Baik
9  Pemerintah Kota Bandung 4,59 Memuaskan

10 Pemerintah Kota Cimahi 4,15 Sangat Baik

Sumber : Kemenpan RB (2024)
Berdasarkan tabel 1 diatas,

keputusan Menpan-RB Nomor 13 Tahun
2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2023 menyatakan bahwa Kota
Cimahi memperoleh predikat "Sangat
Baik" dengan nilai 4,15 dalam evaluasi
penyelenggaraan SPBE. Namun demikian,
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agar prestasi ini dapat dipertahankan dan
ditingkatkan maka diperlukan inovasi
dalam  pengelolaan sistem  digital,
peningkatan kompetensi SDM serta
memastikan  keberlanjutan  teknologi
dengan  memperkuat infrastruktur,
interoperabilitas dan
informasi. Strategi ini penting untuk
mengintegrasikan layanan antarinstansi
secara sinergis, mendukung ekosistem
pemerintahan digital yang inovatif, serta
mewujudkan Cimahi Smart City yang
selaras dengan kebijakan nasional SPBE.

Kota Cimahi mendapat predikat
“Sangat Baik” namun hasil RENSTRA
Diskominfo Kota
menemukan beberapa hal yang perlu
diperbaiki. Berdasarkan hasil RENSTRA
diketahui bahwa salah satu kendala utama
yang dialami oleh Diskominfo Kota Cimahi
adalah  kurangnya
pemahaman tentang pentingnya
keterbukaan informasi publik. Padahal,
keterbukaan informasi merupakan pilar
utama dari prinsip good governance.
Wirawan (2025) menyatakan bahwa
tanpa transparansi maka akuntabilitas
pemerintah tidak akan berjalan dengan

keamanan

Cimabhi masih

kesadaran dan

optimal. Kurangnya transparansi ini
menunjukkan bahwa prinsip good
governance belum sepenuhnya

diinternalisasi oleh seluruh perangkat
daerah di Kota Cimahi, maka akibatnya
informasi mengenai kebijakan, program,
dan layanan pemerintah
sepenuhnya tersedia atau mudah diakses
oleh  masyarakat.

belum

Disamping itu,

koordinasi antar perangkat daerah juga
masih menjadi tantangan, hal ini karena
banyak informasi dan kebijakan yang
seharusnya bisa disebarluaskan secara
efektif kepada publik justru terhambat
akibat komunikasi yang tidak optimal.
Selain itu, pengelolaan
teknologi informasi masih menghadapi
berbagai seperti  banyak
perangkat yang belum
menggunakan email resmi
pemerintah, sementara integrasi sistem
dan aplikasi digital antar instansi masih
berjalan
Berkenaan dengan hal tersebut, Lestari
(2025) menyatakan bahwa transformasi
digital pemerintahan menuntut kesiapan
infrastruktur
terintegrasi. Hal ini karena penggunaan
domain email resmi bukan sekadar soal
teknis, tapi juga berkaitan dengan
keamanan informasi, kredibilitas lembaga,
dan interoperabilitas sistem.

Keamanan informasi juga menjadi
perhatian penting, hal ini karena masih
terbatasnya tenaga ahli di bidang
persandian dan keamanan data sehingga
membuat sistem informasi pemerintah
rentan terhadap risiko kebocoran data.
Studi oleh Daeng et al. (2023) menyoroti
bahwa kejahatan siber terus berkembang,
sementara itu kapasitas SDM di sektor
publik  belum sepenuhnya mampu
mengantisipasi ancaman tersebut. Dalam
hal ini artinya keamanan informasi belum
menjadi bagian integral dari strategi SPBE
di Cimahi. Selain itu, kurangnya perhatian

infrastruktur

kendala
daerah
domain

belum secara maksimal.

TIK yang andal dan
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terhadap pengelolaan data statistik
menyebabkan pengambilan keputusan
berbasis data belum optimal. Tanpa
pengelolaan data yang baik maka
kebijakan dan layanan publik cenderung
tidak responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pandangan Provost & Fawcett (2013)
yang menyatakan bahwa data menjadi
aset utama dalam pengambilan keputusan
modern. Secara keseluruhan, tantangan
ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE
di Kota Cimahi
perbaikan yang signifikan agar dapat
mendukung pelayanan publik yang lebih
efektif, efisien, dan transparan. Secara
keseluruhan, tantangan ini menunjukkan
bahwa manajemen strategi SPBE di Kota
masih memerlukan perbaikan
yang signifikan agar dapat mendukung
pelayanan publik yang lebih efektif,
efisien, dan transparan.

Teori manajemen strategi David
(2015) menyatakan bahwa ada tiga
tahapan penting dalam keberhasilan
strategi suatu organisasi, yaitu perumusan
strategi, implementasi strategi, serta
evaluasi strategi. Pendekatan ini sangat
relevan untuk organisasi pemerintahan,
terutama dalam pengelolaan teknologi
informasi karena dapat memperjelas arah
kebijakan, memperkuat koordinasi antar
perangkat daerah, dan
evaluasi berbasis data.

masih memerlukan

Cimabhi

memastikan

Sejalan dengan hal tersebut, struktur
penilaian tingkat kematangan SPBE tidak
hanya menjadi alat ukur administratif,
tetapi juga berfungsi sebagai kerangka
strategis yang mendukung perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi SPBE secara
menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan
struktur ini sangat untuk
dianalisis menggunakan teori manajemen
strategi David (2015), terutama dalam
penelitian yang pada
transformasi digital pemerintahan daerah
menuju smart city. Gambar 2 berikut ini
merupakan Struktur Penilaian Tingkat
Kematangan SPBE.

relevan

berfokus

Perencanaan Strateghs SPBE
Domain 2
Teknalog] Informasl dan Komuniikasi

4
m usm — Indikator 18 -20
iy — :
I U ’ Penerapan Mansjemen SPaE Indikator 21 -28
= . — indiator 20 -31
Pulaksanaan Audit TIK
i A
5 Elek

Layanan Publik Berbasis Elektranik

Sumber : KemempanRB
Gambar 2. Struktur Penilaian Tingat
Kematangan SPBE

gambar 2 diatas,
Struktur Penilaian Tingkat Kematangan
SPBE disusun untuk melihat sejauh mana
instansi pemerintah sudah menerapkan
sistem digital secara matang dan terarah.
Penilaian ini mencakup kebijakan, tata
kelola, manajemen, dan layanan digital

Berdasarkan

yang semuanya saling terhubung dan
membentuk kerangka kerja SPBE yang
utuh. digital
pemerintahan kini menjadi kebutuhan
strategis, guna
menciptakan tata kelola yang efisien,
efektif, dan responsif. Meskipun SPBE
telah difasilitasi melalui kebijakan dan
teknologi, pelaksanaannya di berbagai
daerah, Cimabhi,
menghadapi tantangan signifikan.

Transformasi dalam

bukan lagi pilihan,

termasuk masih
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Kurniawan (2022) menegaskan bahwa
keberhasilan SPBE dipengaruhi oleh
kesiapan sosial, kelembagaan, strategi
implementasi, dan manajemen
perubahan, bukan semata  pada
ketersediaan teknologi atau regulasi. Oleh
karena itu, penelitian ini penting untuk
menganalisis bagaimana manajemen
strategi dalam implementasi SPBE untuk
mewujudkan Cimahi Smart City 2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Moleong (2016)
penelitian kualitatf merupakan penelitian
yang bermaksud memahami fenomena
yang dialami oleh subjek penelitian
seperti perilaku, presepsi, motivasi,
tindakan dan lain sebagainya yang secara
holistik dengan cara deskrpsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Penelitian dilaksanakan dari bulan
Januari-Julli 2025 yang berlokasi di
Pemerintahan Kota Cimahi. Adapun lokasi
penelitian dilakukan di Pemerintah
Daerah Kota Cimabhi.

Target/Subjek Penelitian

Teknik penetapan informan yang
dipergunakan yaitu purposive. Adapun
informan yang ditentukan adalah Tim
Koordinasi SPBE, yaitu Sekertaris Daerah
Kota Cimahi, Asisten Administrasi Umun
Sekertariat Dareah Kota Cimahi, Kepala
Dinas Kominfo Kota Cimahi, Kepala Bagian
Organisasi Sekertariat Daerah Kota
Cimahi, Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Cimahi, Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi, Inspektorat Kota Cinahi, dan
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Cimabhi.

Prosedur Penelitian

Proses  pelaksanaan penelitian
dimulai dengan melakukan observasi dan
wawancara dengan narsumber yaitu Tim
Koordinasi SPBE. Selanjutnya dilakukan
studi dokumentasi terhadap regulasi,
jurnal dan dokumen relevan guna
membangun dasar konseptual. Prosedur
ini memungkinkan peneliti untuk
dapat  mengidentifikasi  manajemen
strtaegi David (2015) dalam implentasi
SPBE untuk mewujudkan Cimahi Smart

City.
Data, Instrumen, dan
Pengumpulan Data

Teknik

Data instrumen berasal dari data
primer yang didapatkan = melalui
pengamatan langsung dan wawancara
mendalam serta data sekunder didapat

dari studi pustaka berupa regulasi,
jurnal, buku, dan dokumen relevan
laiinnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan
secara triangulasi, yaitu melaksanakan
studi pustaka dengan menelaah literatur
berupa Peraturan Wlikota, KemenpanRB,
buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya
yang berkorelasi dengan permasalahan.
Selainitu, peneliti melaksanakan studi
lapangan, yakni mengumpulkan dan
meyeleksi data yang didapat dari lokasi
penelitian

Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam
Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif
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dilakukan secara interaktif = dan paradigma birokrasi, bukan sekadar
berlangsung secara terus menerus sampai adopsi  teknologi. Arsitektur SPBE
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. menggambarkan integrasi sistem

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data
reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Perencanaan Strategi
1. Pernyataan Visi dan Misi

Pada tahap perencanaan strategi
implementasi SPBE di Kota Cimahi,
penetapan visi dan misi menjadi fondasi
awal yang menentukan arah jangka
panjang dan nilai dasar organisasi.
Merujuk pada pendekatan David (2015),
visi dan misi merupakan komponen
penting dalam membentuk strategi yang
terarah. Melalui wawancara dengan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
serta Kepala Subbidang Monitoring dan
Evaluasi Bappelitbangda, diketahui bahwa
visi dan misi SPBE Kota Cimahi telah
dirumuskan  selaras  dengan  visi
pembangunan daerah, khususnya dalam
mendukung tata kelola pemerintahan
yang berbasis teknologi demi peningkatan
pelayanan publik. Visi "Cimahi Kota
Cerdas” tercermin dalam dokumen
strategis seperti Renstra, RKPD 2024, dan
Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun
2022 tentang Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE. Hal ini selaras dengan hasil
penelitian Supriyanto (2021) bahwa
praktik di Banten dokumen Peta Rencana

SPBE  2022-2026 secara eksplisit
menuntut keberadaan visi dan misi SPBE
yang terintegrasi dengan visi

pembangunan daerah (“Banten Maju,
Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan
Berakhlaqul Karimah”). Visi ini dijabarkan
dalam misi yang menekankan
transformasi digital sebagai perubahan

informasi, layanan publik digital, data, dan
infrastruktur antar organisasi pemerintah
daerah atau yang biasa disebut OPD,
sementara Peta Rencana SPBE menyusun
roadmap pembangunan digital hingga
tahun 2026. Bappelitbangda berperan
dalam mengintegrasikan perencanaan
SPBE dengan pembangunan daerah,
sedangkan Diskominfo berfungsi sebagai
koordinator teknis. Pendekatan enterprise
architecture yang digunakan merujuk
pada Perpres No. 95 Tahun 2018 dan
PermenPANRB No. 59 Tahun 2020,
sehingga memberikan kerangka adaptif
terhadap dinamika teknologi dan
pelayanan. Secara keseluruhan, visi dan
misi SPBE telah disusun secara relevan
dan terintegrasi. Namun, tantangan masih
dihadapi, seperti kesenjangan kesiapan
digital antar-OPD, keterbatasan sumber
daya, dan perlunya pembaruan visi agar
tetap selaras dengan perubahan kebijakan
dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi
berkala terhadap visi dan misi SPBE
menjadi penting untuk menjaga relevansi
dan efektivitasnya.

2. Para Penyusun Strategis
Stakeholder yang terlibat dalam
penyusunan strategi SPBE Kota Cimahi
terdiri atas berbagai unsur pemerintahan
daerah dengan tingkat kontribusi yang
berbeda. Berdasarkan hasil wawancara
dan dokumen kebijakan, Diskominfo
berperan paling dominan (sekitar 35%)
sebagai  koordinator utama yang
memfasilitasi forum lintas-OPD,
menyusun Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE, serta memastikan Kkesesuaian
dengan regulasi nasional. Bappelitbangda
memberikan kontribusi signifikan (25%)
dalam sinkronisasi strategi SPBE dengan
arah  pembangunan  daerah dan
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penyusunan indikator kinerja digitalisasi.
Bagian Organisasi Setda menyumbang
sekitar 20% dengan fokus pada
perancangan struktur tim, pembagian
peran, serta penyusunan dasar hukum
melalui SK Wali Kota. BKAD berperan
sekitar 10% dalam penyediaan dan
pengelolaan anggaran digitalisasi,
sedangkan BKPSDM menyumbang 10%
melalui pengembangan kapasitas SDM
dan pelatihan digital. Keterlibatan lintas
OPD ini mencerminkan pendekatan
kolaboratif yang sejalan dengan prinsip
model David (2015), di mana strategi
dibangun melalui partisipasi aktor kunci
dan berbasis regulasi. Diskominfo menjadi
aktor dominan karena posisinya sebagai
penggerak utama transformasi digital dan
penghubung dengan pemerintah pusat.
Namun, efektivitas koordinasi masih
dipengaruhi oleh rotasi pegawai dan
kesenjangan kompetensi digital antar
OPD. Upaya penguatan dilakukan melalui
penunjukan koordinator TIK di setiap OPD
dan program sertifikasi ISO 27001, yang
menegaskan komitmen Cimahi terhadap
tata kelola digital yang terintegrasi dan
berkelanjutan.

3. Analisis SWOT

Pada tahap perencanaan strategi,
dilakukan analisis SWOT untuk menilai
kondisi internal dan eksternal. Hasil
wawancara dengan Diskominfo dan
Bappelitbangda Cimahi mengungkap
dinamika implementasi SPBE yang
mencerminkan kekuatan, Kkelemahan,
peluang, dan ancaman dalam upaya
mewujudkan Cimahi Smart City 2024.
Kekuatan utama terletak pada adanya
dokumen strategis seperti Arsitektur dan
Peta Rencana SPBE, dukungan pimpinan,
serta koordinasi lintas OPD melalui Tim

Koordinasi SPBE. Berikut pada gambar 3
merupakan dokumentasi hasil koordinasi
lintas OPD melalui Tim Koordinasi SPBE.

Gambar 3. Koordinasi Lintas OPD dalam
Implementasi SPBE Kota Cimahi

Selain ity, dukungan  teknis
mencakup kebijakan pengelolaan data dan
pemanfaatan layanan digital seperti e-
service dan dashboard kinerja. Namun,
kelemahan masih muncul dari terbatasnya
SDM TIK, jaringan yang belum merata, dan
kurangnya standar API yang menghambat
interoperabilitas. Fragmentasi anggaran
antar OPD juga menghambat integrasi

program. Peluang eksternal
pengembangan SPBE Kota Cimahi
terutama bersumber dari Kkebijakan

nasional yang memberikan arah dan
dukungan terhadap transformasi digital
pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang SPBE menjadi

dasar utama penyelenggaraan
pemerintahan berbasis elektronik secara
terpadu, mendorong efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas layanan
publik. Sementara itu, Peraturan Menteri
PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi SPBE
memperkuat mekanisme pengawasan dan
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pengukuran kematangan implementasi
SPBE di tingkat daerah. Kedua regulasi ini
membuka peluang bagi Pemerintah Kota
Cimahi untuk memperkuat tata kelola
digital, mengakses dukungan teknis dari
pemerintah pusat, serta mempercepat
integrasi sistem layanan elektronik sesuai
standar nasional. Selain itu, peluang
eksternal lainnya berasal dari potensi
kerja sama dengan pihak ketiga serta
kemajuan teknologi seperti Al dan cloud.
Sementara itu, tantangan muncul
dari ketergantungan pada vendor,
perubahan regulasi, rendahnya literasi
digital, dan keterbatasan fiskal. Literasi
digital menjadi kunci penting dalam
transformasi  birokrasi, sebagaimana
ditegaskan oleh Yuningsih et al. (2015),
yang menyatakan bahwa kemampuan
mengakses dan memanfaatkan informasi
kini menjadi bagian penting dari literasi.
Hal ini sejalan dengan temuan Utami et al.
(2024) yang menekankan perlunya
strategi SO, WO, ST, dan WT untuk
mengatasi hambatan = implementasi
aplikasi SPBE seperti SRIKANDI. Secara
strategis, SPBE Cimahi diarahkan pada
penguatan integrasi sistem, peningkatan

kapasitas SDM, dan sinkronisasi
perencanaan-penganggaran jangka
pendek. Untuk jangka panjang,

dibutuhkan transformasi kelembagaan,
thematic budgeting, dan pemanfaatan
teknologi cerdas yang didukung oleh
kolaborasi lintas sektor dan peningkatan
literasi digital.

Perencanaan strategi SPBE di Kota
Cimahi disusun secara kolaboratif antar
perangkat daerah dengan
mempertimbangkan kebutuhan lokal,
arah kebijakan nasional, dan tren global
TIK. Berdasarkan wawancara dengan
Diskominfo dan Bappelitbangda, tujuan
jangka panjang SPBE diarahkan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan

yang terintegrasi, efisien, berbasis data,
serta mendukung pelayanan publik
digital. Tujuan ini tercermin dalam
berbagai dokumen strategis seperti Peta
Rencana SPBE, Renstra Diskominfo, dan
RPJMD Kota Cimahi (Perwal No. 49 Tahun
2022). SPBE juga menjadi bagian dari pilar
Smart Governance dalam program Cimahi
Smart City 2024, dengan fokus pada
transparansi, responsivitas, dan integrasi
layanan publik. Meskipun terdapat
tantangan seperti keterbatasan anggaran
dan kesenjangan pemahaman antar-OPD,
Pemkot Cimahi tetap menjaga
kesinambungan strategi melalui
penguatan regulasi dan evaluasi rutin,
baik secara internal maupun oleh
Kementerian PAN-RB. Regulasi seperti SK
Wali Kota No. 060/Kep.1822-Org/2022
menjadi dasar koordinasi lintas OPD.
Pendekatan kolaboratif dan berbasis
kebijakan nasional ini sejalan dengan
temuan Hidayatullah et al. (2024), yang
menegaskan bahwa keberhasilan SPBE
sangat dipengaruhi oleh perencanaan
strategis yang matang, dukungan regulasi,
dan evaluasi berkelanjutan. Strategi SPBE
di Cimahi secara keseluruhan mendukung
visi Smart City dan peningkatan layanan
publik berbasis digital.

4. Strategi

Perencanaan Strategis SPBE di Kota
Cimahi berfokus pada formulasi strategi
melalui identifikasi isu strategis, analisis

lingkungan internal-eksternal, dan
penyusunan  strategi  berbasis  visi
organisasi. Dalam implementasinya,

Cimahi merancang inovasi proses bisnis
yang responsif terhadap perubahan
kebutuhan publik. Berdasarkan
wawancara dengan Pranata Komputer di
Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan
Teknologi, perencanaan diawali dengan
pemetaan layanan publik yang berpotensi
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ditingkatkan dari segi efisiensi, efektivitas,
dan digitalisasi, terutama layanan yang
bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Metode seperti Business
Process Mapping dan service blueprinting
digunakan dengan prinsip "digital-first".
Keterlibatan lintas OPD menjadi kunci
agar inovasi bersifat operasional dan
diterima oleh pengguna. Inovasi ini
dituangkan dalam Peta Rencana SPBE dan
dokumen perencanaan sektoral (Renstra
OPD) wuntuk memastikan Kkontinuitas
program dan pendanaan. Secara umum,
inovasi strategis mendukung integrasi
data, efisiensi birokrasi, dan transformasi
digital. Namun, inovasi taktis juga
dikembangkan untuk kebutuhan
mendesak. Tantangan utama meliputi
resistensi perubahan, keterbatasan SDM
digital, serta alokasi waktu dan anggaran.
Evaluasi dilakukan secara awal melalui
umpan balik pengguna dan data transaksi,
meskipun sistem evaluasi formal masih
dalam tahap perencanaan. Strategi ini juga
telah diselaraskan dengan kebijakan
nasional seperti Satu Data Indonesia, SPBE
Nasional, dan GovTech. Sejalan dengan
pendapat Karman et al. (2021),
keberhasilan SPBE bergantung pada
strategi yang efisien, aman, dan didukung
SDM yang adaptif. Secara keseluruhan,
perencanaan SPBE Cimahi mencerminkan
model strategis David (2015), dengan
fokus pada dinamika internal-eksternal,
inovasi strategi, dan kolaborasi lintas
sektor menuju Smart City 2024.

5. Tujuan Tahunan

Menurut Kepala Bidang
Penyelenggaraan  E-Government  dan
Persandian Diskominfo Kota Cimahi,
tujuan tahunan SPBE dirumuskan sebagai
langkah strategis untuk mendukung visi

Cimahi Smart City, khususnya pilar Smart

Governance. Fokus utamanya meliputi
penguatan layanan digital antar-OPD,
perluasan layanan publik berbasis

elektronik, peningkatan transaksi digital,
serta integrasi data. Platform seperti SIPD,
Srikandi, dan SP4N-LAPOR juga menjadi
prioritas pemanfaatan. Perumusan tujuan
dilakukan secara kolaboratif dengan
melibatkan OPD terkait dan mengacu pada
dokumen strategis seperti RPJMD,
Renstra, dan hasil musrenbang. Tujuan
tersebut kemudian dijabarkan dalam
dokumen operasional seperti RKT, Renja,
dan LAKIP, serta diukur melalui laporan
triwulanan dan indikator kinerja seperti
jumlah layanan terdigitalisasi, volume
transaksi, dan kepuasan pengguna. Meski
integrasi layanan melalui middleware dan
API telah dilakukan, tantangan seperti
keterbatasan anggaran, ketimpangan
SDM, dan perubahan prioritas program
masih muncul. Diskominfo merespons
dengan  evaluasi  tahunan  untuk
menetapkan target baru, meningkatkan
kapasitas SDM, dan memetakan ulang
proses  layanan.  Zulfitra (2023)
menekankan pentingnya perencanaan
sistematis dan evaluasi berkala dalam
manajemen risiko SPBE untuk
mendukung pengambilan keputusan.
Secara Kkeseluruhan, partisipasi OPD
cukup baik, meskipun perbedaan persepsi
dan komitmen antarinstansi masih
menjadi hambatan. Temuan ini
menegaskan pentingnya sinergi lintas
sektor untuk keberhasilan transformasi
digital di Cimahi.

6. Kebijakan
Dalam implementasi SPBE di Kota
Cimahi, tahap perencanaan strategi
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tercermin dari penyusunan kebijakan
internal sebagai dasar transformasi digital
menuju Cimahi Smart City 2024.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala
Diskominfo, arah strategis telah
ditetapkan melalui regulasi seperti Perwal
No. 49 Tahun 2022 tentang Arsitektur dan
Peta Rencana SPBE. Dokumen ini menjadi
panduan utama dalam pengembangan
layanan digital, tata kelola data, dan
keamanan informasi. Penyusunan
kebijakan dilakukan secara kolaboratif
antar-OPD dengan mengacu pada prinsip
nasional SPBE seperti efisiensi,
interoperabilitas, keamanan, dan layanan
berbasis pengguna. Strategi ini
mencerminkan analisis internal yang kuat
serta kesiapan menghadapi tantangan
eksternal, sejalan dengan kerangka
strategi Fred R. David. Kebijakan tersebut
juga  diturunkan dalam  dokumen
operasional seperti Renja dan RKA OPD,
mencerminkan integrasi vertikal antara

perencanaan dan pelaksanaan.
Implementasi  mencakup  pelatihan,
penyusunan SOP, serta penguatan

infrastruktur. Dalam pengelolaan data,
Cimahi menerapkan prinsip Satu Data dan
interoperabilitas  antar-sistem  untuk
mencegah fragmentasi dan meningkatkan
efisiensi. Aplikasi SPBE dikembangkan
dengan fokus pada keamanan,
aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna.
Keputusan pembangunan sistem
didasarkan pada urgensi pelayanan dan
kesiapan teknis. Cimahi juga mulai
mengadopsi  cloud  hybrid  untuk
meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas,
serta menyusun kebijakan terkait pusat
data dan jaringan intra-instansi. Dalam hal
keamanan informasi, standar BSSN
dijadikan acuan dan rencana kerja sama
dengan BRIN sedang disiapkan untuk
audit sistem. Hasil audit ini menjadi dasar
penyempurnaan kebijakan secara

berkelanjutan. Penelitian Pratiwi (2025)
mendukung pentingnya kesinambungan
strategi dan teknis, sebagaimana terlihat
dari implementasi aplikasi SRIKANDI di
Jawa Tengah yang berhasil karena
dukungan pimpinan dan penguatan
infrastruktur, namun masih terkendala
SOP teknis. Secara keseluruhan,
perencanaan strategi SPBE di Cimahi
menunjukkan pendekatan sistematis dan
integratif yang berorientasi jangka
panjang dalam mendukung terwujudnya
Cimahi Smart City 2024.

B. Tahap Implementasi Strategi
1. Budaya Strategis

Dalam  kerangka  manajemen
strategis menurut David (2015), tahap
implementasi strategi berfokus pada
realisasi keputusan yang telah
dirumuskan dalam perencanaan. Dalam
konteks SPBE Kota Cimahi, keberhasilan
transformasi digital sangat ditentukan
oleh kekuatan budaya organisasi. Riset ini
menyoroti tiga pilar utama kesiapan

institusional: budaya organisasi,
kompetensi SDM, dan manajemen
pengetahuan. Wawancara dengan

Diskominfo dan BKPSDM menunjukkan
bahwa pengembangan SDM dilakukan
secara bertahap melalui pelatihan teknis,
manajerial, dan kebijakan. Diskominfo
memetakan kebutuhan dan mendampingi
OPD yang memerlukan penguatan literasi
digital, sementara BKPSDM mendukung
dengan pelatihan tematik berbasis analisis
jabatan dan  dorongan  sertifikasi.
Tujuannya bukan sekadar mencetak
pengguna teknologi, tetapi juga agen
perubahan birokrasi. Di sisi manajemen
pengetahuan, meskipun belum
sepenuhnya  terdokumentasi  secara
formal, berbagai SOP, catatan teknis, dan
pelatihan dimanfaatkan sebagai sarana
pembelajaran antar-OPD. Forum
koordinasi SPBE dan kelompok kerja

[oNole
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digital berperan sebagai wadah berbagi berhenti pada tataran visi, melainkan

praktik baik. Budaya kerja ASN menjadi
faktor kunci dalam merespons digitalisasi.
ASN  yang  adaptif  menunjukkan
antusiasme lebih tinggi dibanding yang
masih terpaku pada pola kerja lama. Untuk
itu, pendekatan partisipatif, edukasi
berkelanjutan, dan pendampingan teknis
diterapkan guna mendorong budaya kerja
yang kolaboratif dan inovatif. Diskominfo
dan BKPSDM juga mengakui pentingnya
komitmen lintas sektor untuk mengatasi
kendala seperti kesenjangan kompetensi
digital dan keterbatasan waktu pelatihan.
Inisiatif seperti coaching, pilot project, dan
keterlibatan  pimpinan  unit  turut
mendorong adopsi teknologi. Sejalan
dengan temuan Karim et al. (2025), sinergi
antara integritas, profesionalisme, dan
komitmen merupakan fondasi budaya
organisasi yang mendukung keberhasilan
SPBE. Ketiganya berfungsi sebagai katalis
dalam mendorong transformasi digital

yang  efektif. =~ Secara  keseluruhan,
implementasi SPBE di Cimahi
menunjukkan bahwa keberhasilan

strategi bergantung pada harmonisasi
budaya organisasi, penguatan SDM, dan
pengelolaan pengetahuan sebagai pilar
utama menuju Cimahi Smart City 2024.

2. Persiapan Anggaran

Salah satu aspek krusial dalam
implementasi strategi SPBE di Kota
Cimahi adalah alokasi sumber daya,
khususnya penganggaran. Berdasarkan
wawancara dengan  Bappelitbangda,
BKAD, dan Diskominfo, teridentifikasi
komitmen pemerintah daerah dalam

mengintegrasikan SPBE ke dalam
perencanaan fiskal melalui forum
perencanaan dan sistem e-planning.

Strategi ini memastikan bahwa SPBE tidak

diwujudkan dalam bentuk anggaran
konkret. Indikator SPBE digunakan
sebagai dasar prioritas  program,
khususnya pada area yang masih lemah.
BKAD menekankan pentingnya thematic
budgeting dan koordinasi lintas OPD guna
menghindari tumpang tindih. Tim
Koordinasi SPBE berperan strategis dalam
menjembatani kebutuhan digital antar-
OPD dan menjaga sinergi perencanaan.
Penyusunan anggaran juga merujuk pada
Peta Rencana SPBE dan hasil evaluasi
sebelumnya, meskipun tantangan seperti
keterbatasan anggaran dan perbedaan
persepsi antar-OPD masih ada. Evaluasi

tahunan menjadi pijakan perbaikan
program ke depan. Secara keseluruhan,
proses ini menunjukkan upaya

harmonisasi antara strategi digital dan

kebijakan  fiskal, = sejalan = dengan
pandangan  David (2015) bahwa
implementasi  strategi  memerlukan

pengelolaan sumber daya yang efektif
untuk mencapai tujuan seperti Cimahi
Smart City 2024.

3. Sistem Informasi

Sistem informasi memainkan peran
sentral dalam mendukung ekosistem
SPBE, menjembatani perencanaan
strategis dengan operasional layanan
publik digital. Berdasarkan wawancara
dengan pelaksana teknis di Dinas
Komunikasi dan Persandian Kota Cimabhi,
teridentifikasi bahwa strategi SPBE
dijalankan melalui pengembangan serta
integrasi sistem informasi lintas sektor.
Cimahi telah membangun berbagai
aplikasi, baik lokal seperti SIKONCI, e-
Office, dan Dashboard Kinerja OPD,
maupun nasional seperti SIPD, SRIKANDI,
SP4N-LAPOR, dan OSS. Aplikasi lokal

Copyright © 2026, Jurnal Agregasi, ISSN: 2337-5299 (Print), ISSN: 2579-3047 (Online) | 48


https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi.

Volume 14- Nomor 2, Mei 2026, (Him 38-54) omrre
10.34010/agregasi.v14i1.17072
Available online at: https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi

N\
4!!‘

N\
2\

4\
o
/

£

Agregasi

ONIVERg, >
Yisano®

A%
\_INiKO
o

\\i 1’7

A\

dikembangkan oleh  tim  internal
Diskominfo sesuai kebutuhan daerah,
sedangkan aplikasi nasional dibangun
melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
Implementasi strategi juga ditunjukkan
melalui integrasi layanan antarinstansi
menggunakan middleware dan APIL
Kolaborasi antar-OPD seperti Diskominfo,
DPMPTSP, BKAD, Bappelitbangda, dan
Dukcapil mendorong interoperabilitas
berbasis data, meski masih bersifat
bertahap. Upaya ini didukung standar
modular dan API-ready sesuai pedoman
Kementerian Kominfo dan
PermenPANRB. Partisipasi pengguna
dijaga melalui forum diskusi, user testing,
dan pelatihan. Dari sisi keamanan,
diterapkan mekanisme seperti RBAC,
firewall, enkripsi, IDS/IPS, 2FA, serta
rencana mitigasi dan respons insiden
bersama BSSN. Meski begitu, tantangan
tetap ada, antara lain ketimpangan
kesiapan teknis antar-OPD, keterbatasan
dokumentasi API, dan rendahnya
kesadaran akan interoperabilitas. Sebagai
respons, strategi penguatan kapasitas
SDM melalui pelatihan dan sertifikasi
sedang dikembangkan. Hal ini selaras
dengan temuan Rusdy & Flambonita
(2023) bahwa SPBE bertujuan
menciptakan tata kelola pemerintahan
yang efisien, akuntabel, dan pelayanan

publik  yang  berkualitas. Secara
keseluruhan, integrasi sistem informasi
menjadi  pijakan  strategis = dalam

mewujudkan Cimahi sebagai Smart City
yang adaptif, aman, dan berkelanjutan.

4. Pengaitan SDM Kinerja

Berdasarkan teori  manajemen
strategi David (2015), keterpaduan antara
sumber daya manusia (SDM) dan kinerja
organisasi menjadi  kunci  dalam
mewujudkan strategi ke dalam tindakan
nyata. Dalam konteks implementasi SPBE
di Kota Cimahi, hal ini tercermin melalui

penguatan kompetensi ASN dan sistem
manajemen kinerja yang mendukung
transformasi menuju Cimahi Smart City
2024. Wawancara dengan Kepala
BKPSDM menunjukkan bahwa meskipun

pemetaan  kompetensi ASN  telah
dilakukan, pelaksanaannya masih
terbatas. Tingkat kesiapan ASN bervariasi
tergantung  pada  latar  belakang

pendidikan, jabatan, dan pengalaman
teknologi. Untuk menjembatani
kesenjangan ini, pelatihan dirancang
berdasarkan kebutuhan masing-masing
OPD dengan metode klasikal, e-learning,
dan bimbingan teknis, bekerja sama
dengan BPSDMD Provinsi dan pihak
swasta. Strategi pengembangan SDM
diarahkan agar selaras dengan agenda
SPBE melalui integrasi kompetensi digital
dalam roadmap pengembangan SDM,
keterkaitan pelatihan dengan jabatan
struktural/fungsional, serta penerapan
sistem manajemen talenta berbasis
kebutuhan digital. Kolaborasi juga dijalin
dengan Kementerian Kominfo, LAN, dan
sektor swasta. Evaluasi kinerja dilakukan
melalui aplikasi SIKONC]I, yang
menyediakan sistem penilaian digital
berbasis indikator, khususnya pada
pemanfaatan TIK. Hasil evaluasi ini
menjadi dasar dalam  penyusunan
kebijakan pengembangan SDM, seperti
pelatihan, promosi, dan rotasi jabatan.
Namun demikian, tantangan tetap ada,
seperti disparitas kompetensi digital,
keterbatasan waktu pelatihan, dan
resistensi terhadap perubahan. Sebagai
respons, BKPSDM menetapkan langkah
prioritas seperti peta kompetensi digital
lintas OPD, pelatihan berbasis modul
SPBE, integrasi manajemen talenta
dengan platform SPBE, serta penunjukan
digital champion di tiap OPD. Pendekatan
ini menegaskan bahwa penguatan SDM
tidak hanya mendukung teknologi, tetapi
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juga mendorong keterlibatan aktif ASN
yang adaptif dalam transformasi digital
pemerintahan.

C. Tahap Evaluasi Strategi
1. Peninjauan SWOT

Tahap evaluasi strategi menekankan
pada pentingnya  analisis SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) untuk memastikan strategi tetap
relevan dan responsif  terhadap
perubahan lingkungan internal maupun
eksternal. Untuk memperoleh gambaran
yang komprehensif, wawancara dilakukan
dengan Inspektorat Kota Cimahi sebagai
pengawas internal yang memiliki peran
strategis dalam evaluasi pelaksanaan
SPBE. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa capaian indeks SPBE Kota Cimahi
tahun 2024 mencapai 4,15 dengan
predikat “Sangat Baik”. Berikut pada table
1 merupakan nilai indeks SPBE Kota
Cimahi tahun 2024.
Tabel 2. Nilai Indeks SPBE Kota Cimahi

tahun 2024
Nama Indeks Nilai 2024
SPBE 4,15
Domain Kebijakan SPBE 3,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 3,80
Domain Tata Kelola SPBE 3,80
Perencanaan Strategis SPBE 3,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi 4,50
Penyelenggara SPBE 4,00
Domain Manajemen SPBE 3,27
Penerapan Manajemen SPBE 3,38
Audit TIK 3,00
Domain Layanan SPBE 4,76

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Flektronik 4,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik 5,00

Sumber : Kemenpan RB No 663 Tahun
2024

Selain tabel 2 diatas, radar chart
berikut menyajikan visualisasi
perbandingan antara Aspek SPBE Indeks
aktual tahun 2024 dengan Aspek SPBE
Target di Pemerintah Kota Cimahi. Grafik
ini dihasilkan berdasarkan nilai pada tabel
2 di atas, yang menunjukkan Indeks SPBE

Kota Cimahi tahun 2024 sebesar 4,15
“kategori baik” menurut standar nasional.
Berikut pada gambar 4 merupakan radar
chart yang menggambarkan
perbandingan antara Aspek SPBE Indeks
dan Aspek SPBE Target pada Pemerintah
Kota Cimahi.

Sumber : Kemenpan RB No 663 Tahun
2024
Gambar 4. Radar Chart Indeks SPBE Kota
Cimahi tahun 2024

Gambar 3 diatas menunjukkan
Indeks SPBE (merah muda) masih di
bawah Target SPBE (biru) pada sebagian
besar aspek. Kesenjangan terbesar ada
pada layanan publik dan administrasi
elektronik, sedangkan perencanaan
strategis dan TIK sudah mendekati target.
Secara umum, arah SPBE Cimahi sudah

sesuai regulasi nasional, namun
peningkatan efektivitas layanan dan
manajemen  digital masih  menjadi
prioritas. Berdasarkan hal tersebut,

keberhasilan implementasi strategi SPBE
di Kota Cimahi ditopang oleh sejumlah
faktor kunci, seperti komitmen kuat
pimpinan daerah, regulasi internal yang
mendukung (misalnya SK Tim Koordinasi
dan Arsitektur SPBE), serta peningkatan
kapasitas SDM TIK. Fondasi digital kota
juga diperkuat melalui integrasi awal
infrastruktur dan aplikasi layanan publik.
Namun, evaluasi mengungkap kelemahan
internal yang masih perlu dibenahi,
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seperti kesenjangan literasi digital antar-
perangkat daerah, belum optimalnya
integrasi sistem, serta ketidakteraturan
dalam dokumentasi eviden SPBE. Hal ini
menegaskan pentingnya perbaikan yang
berkelanjutan dan sistematis. Dari sisi
eksternal, terdapat peluang strategis
melalui program nasional seperti GovTech
Indonesia, Satu Data, dan SRIKANDI, serta
potensi kolaborasi dengan sektor swasta
(PPP) dan daerah lain dalam kerangka
Smart City. Meski demikian, tantangan
seperti ketergantungan pada sistem pusat,
risiko keamanan siber, dan dinamika
regulasi nasional perlu diantisipasi
melalui manajemen risiko yang adaptif.
Inspektorat Kota Cimahi telah
mengadopsi pendekatan audit berbasis
risiko dan menyusun template
pengawasan tematik SPBE  sesuai
indikator nasional. Rekomendasi strategis
mencakup evaluasi berkala terhadap
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE,
penguatan  monitoring, peningkatan
kapasitas pengawasan, serta perbaikan
tata kelola data dan keamanan informasi.
Secara keseluruhan, hasil analisis SWOT
pada tahap evaluasi strategi memberikan
gambaran reflektif yang penting untuk
penyesuaian kebijakan ke depan dalam
rangka mewujudkan Cimahi sebagai
Smart City yang efektif, inklusif, dan
berkelanjutan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memainkan
peran kunci dalam  mengevaluasi
efektivitas implementasi strategi SPBE di
Kota Cimahi, tidak hanya sebagai alat
administratif, tetapi juga sebagai sarana
refleksi terhadap dampak transformasi
digital pada layanan publik dan kinerja
aparatur. Berdasarkan wawancara dengan
Bagian Ortala Setda Cimahi, sistem
evaluasi kinerja telah terdigitalisasi
melalui e-SAKIP dan e-Kinerja, yang

memungkinkan pelaporan terintegrasi di
seluruh perangkat daerah. Indikator
kinerja, baik organisasi (indikator 40)
maupun individu (indikator  41),
dirancang selaras dengan roadmap SPBE
dan visi Cimahi Smart City yang berfokus
pada efisiensi, transparansi, dan inovasi.
Evaluasi dilakukan secara Kkolaboratif
dengan Inspektorat dan Bappelitbangda
melalui forum SAKIP, yang menjamin
keterpaduan antara perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan. Data dari
e-SAKIP dan e-Kinerja digunakan sebagai
dasar penyesuaian strategi, terutama saat
terjadi ketidaksesuaian antara output dan

outcome digitalisasi, sehingga fokus
diarahkan dari sekadar pembangunan
aplikasi ke penyempurnaan proses

layanan. Pada level individu, kinerja ASN
diukur melalui e-Kinerja dan e-SKP,
dengan indikator yang relevan terhadap
peran dalam pelaksanaan SPBE, seperti
pengembangan aplikasi, input data, dan
dukungan teknis. Meski integrasi sistem
belum sepenuhnya optimal, substansi
indikator dinilai telah mendukung agenda
digitalisasi. Hasil evaluasi menjadi dasar
kebijakan strategis, termasuk
penyesuaian target, rotasi personel, dan
pelatihan ASN oleh BKPSDM dan
Diskominfo. Namun, tantangan tetap ada,
seperti pemahaman indikator digital yang
masih rendah di beberapa OPD dan
keterbatasan integrasi sistem informasi
kinerja dengan layanan SPBE. Sebagai
langkah strategis, Ortala
merekomendasikan penguatan indikator
SPBE, integrasi sistem secara menyeluruh,
serta penunjukan champion SPBE di
setiap OPD guna mempercepat perubahan
budaya kerja ke arah digital.

BY SA
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SIMPULAN DAN SARAN tata kelola data, penganggaran
Simpulan terintegrasi, serta kolaborasi dengan
Perumusan strategi SPBE Kota perguruan tinggi, sektor swasta, dan

Cimahi dilakukan secara sistematis dan
terintegrasi untuk mendukung visi Cimahi
Smart City 2024. Tantangan berupa
kesenjangan digital antar OPD dan
keterbatasan sumber daya direspons
melalui pelatihan, sertifikasi keamanan
informasi, serta penunjukan koordinator
TIK di setiap OPD. Langkah ini selaras
dengan model strategi David (2015) yang
menekankan keterlibatan pemangku
kepentingan dan dokumentasi strategis.
Strategi yang  diterapkan  Dbersifat
kolaboratif dan adaptif guna
meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Implementasi SPBE menekankan
sinergi budaya organisasi, struktur
kelembagaan, kompetensi SDM, sistem
informasi, dan komunikasi strategis.
Budaya kerja adaptif, kepemimpinan
inklusif, pelatihan berkelanjutan, serta
dukungan regulasi mendorong kesiapan
digital ASN. Meski masih terdapat
kesenjangan kapasitas antar OPD,
pendekatan kolaboratif terus diperkuat.
Evaluasi strategi menunjukkan hasil
positif dengan indeks SPBE 4,15 (Sangat
Baik), didukung komitmen pimpinan,
regulasi, SDM, dan infrastruktur. Namun,
literasi digital, integrasi sistem, serta

keamanan informasi masih  perlu
ditingkatkan.
Saran

Pemerintah Kota Cimahi perlu

memperkuat koordinasi Tim SPBE melalui
rapat berkala dan dokumentasi sistematis.
Prioritas lainnya meliputi peningkatan
infrastruktur digital, interoperabilitas
aplikasi, pengembangan SDM
bersertifikasi, penguatan keamanan siber,

masyarakat.
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